
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2012

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 2'1 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia. Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (Lembaran Negara
republic lndonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara republic lndonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun '1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Menimbang

Mengingat

TENTANG

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985
No.68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569 );



lndonesia Nomor 3861) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Negara Republik lndonesia Nomor 4266);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ientang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tanun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4844);

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

1 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi-Selatan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 101 Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 4874);

12.Undang-Undang Nomor t0 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundapg-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2€b4 Nomor 53, Tambahan Negara Republik
lndonesia Nomor 4389);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara
Republik lndonesia Nomor 4421);



U

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Peruvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia. Nomor 4540);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Negara Republik lndonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Negara Republik lndonesia
Nomor 4503);

lT.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4570);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Negara Republik
lndonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor '139,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4578);

22. Peraluran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia. Nomor 4614);

24.Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pendoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012:

27 .Peraluran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012;

28. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 153/l/2012
tentang Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
2012.

ANGGARAN
ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
terdiri atas :

1 Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lainPendapatan

yang Sah
Jumlah Pendapatan

2. Belanja'.
a. Belanja Tidak Langsung

1 ) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial
6) Belanja Bagi Hasil
7) Belanja Bantuan

Keuangan
8) Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun berkenaan

Rp. 14.030.120.100,-
Rp. 418.086.239.390,-

Rp 63 593.213.260,-
Rp 495.709.572.750,-

Rp 255.886.061 .180,-
0,-
0,-

9.605.050.000,-
0,-

1.635.006.650,-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp 450.000.000,-
1.000.000.000,-RP

Rp. 268.576.117.830,-

Rp. 257.639.785.045,-
526.215.902.875,-
(30.506.339.125.-)

Rp.
Rp.

Rp. 0,

Rp. 24.676.944.500,-
Rp. 97.131 .126.325,-
Ro. 135.831 .714.220.-



Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut dalam Lampiran ll Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao,
17 Januari2012pada tang

BUP RAJA UTA

FREDER K ISORRING

Diundangkan di Rantepao
Pada tanggal 17 Januari2012

EKER DAERAH
KABUP TORAJA RA,

LEWARAN ELA'BI'

I

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 1 TAHUN 2012

(
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